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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis penilaian maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Badan Kepegawaian Negara Republik
Indonesia Tahun 2018. Penilaian Maturitas SPIP mencakup 5 (lima) unsur yaitu
Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan
Komunikasi serta Pemantauan. Kelima unsur ini selanjutnya dirinci dalam 25 Sub
unsur.

Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan
data primer dan sekunder berupa dokumen kebijakan, aturan aturan dan Standard
Operating Procedures (SOP) di Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
Tahun 2018. Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Maturity Analysis yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
dengan capaian kategori “Berkembang” pada skor 2,770 yang artinya penerapan
praktikpengendalianinterntelahdijalankannamuntidakterdokumentasidenganbaik dan
pelaksanaannya sangat tergantung pada inisiatif individu. Efektivitas pengendalian
belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani
secaramemadai.

Kata Kunci: Penilaian Maturitas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Il Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Tahun 2016 disebutkan pemeriksaan atas pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil(CPNS) tahun anggaran (TA) 2012-2015 yang dilaksanakan pada
Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian
PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat dan 14 kantor regional BKN di
daerah. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengangkatan
tenaga honorer menjadi CPNS untuk periode tahun 2012-2015 belum sepenuhnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Simpulan tersebut didasarkan atas
kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pengangkatan tenaga
honorer menjadi CPNS, khususnya terkait dengan kelemahan Sistem Pengendalian Internal
(SPI), yaitu Standard Operating Procedure (SOP) belum disusun/ tidak lengkap, SOP
belum berjalan optimal, serta sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.

Permasalahan di atas mengakibatkan pengangkatan CPNS dari tenaga honorer yang
tidak sah serta pengambilan keputusan terkait dengan tenaga honorer tidak akurat.

Badan Kepegawaian Negara yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah
menyelenggarakan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil setiap tahunnya,
tentunya diharapkan memiliki system pengendalian intern yang baik sehingga
penyelenggaraan seleksi CPNS yang diharapkan akan dilakukan dengan prinsip-prinsip
kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN) dan tidak dipungut biaya, baik selama proses pendaftaran hingga proses seleksi

dan penerimaan CPNS dapat terwujud.
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BAB Il
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh para peneliti dan akademisi sebelumnya
mengenai pengendalian intern. Penelitian yang dilakukan oleh Kapoh, et. al. (2017)
menyimpulkan bahwa (1) Secara umum sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh
Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara sudah baik, karena penerapannya telah dilakukan
sesuai dengan unsur-unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang
telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, (2) Secara
umum pencapaian sasaran strategis inspektorat kabupaten Minahasa Utara tahun 2016
sudah efektif, dan (3) Sistem dan prosedur yang ada di Inspektorat Kabupaten Minahasa
Utara sudah cukup memadai, serta ditunjang dengan pegawai-pegawai yang berkompeten
sehingga membuat tingkat kesalahan yang signifikan atas pengendalian pengawasan dapat
diatasi dengan cepat, namun jumlah pegawai di Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara
belum ideal sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas belum sepenuhnya berjalan
efisien.

Penelitian Winarni dan Kusuma (2017) menyimpulkan menunjukkan bahwa
pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman mampu memenuhi Kriteria
dalam mewujudkan akuntabilitas. Unsur dalam sistem pengendalian intern pemerintah
saling mempengaruhi dan saling memiliki peran dalam mewujudkan akuntabilitas. Dari
hasil analisis, hambatan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di DPMPPT
Kabupaten Sleman yaitu kurangnya sumber daya dana dan kurangnya pemahaman pegawai
mengenai esensi sistem pengendalian intern pemerintah. Menghadapi hambatan tersebut,
dilakukan perhatian yang lebih dalam pelaksanaan penganggaran sehingga tidak terjadi
kekurangan anggaran ketika program terlaksana dan memberikan pemahaman lebih
mengenai sistem pengendalian intern pemerintah kepada pegawai sehingga pegawai

mampu memahami esensi dari sistem pengendalian intern pemerintah.
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2.2. Landasan Theory

Grand Theory dalam penelitian ini adalah Teori Pengawasan, Middle Theorynya
adalah Sistem Pengendalian Intern dan Applied Theorynya adalah Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP.

2.2.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2.2.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan” Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.2.3.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Adapun tujuan dari SPIP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal
2 (ayat 3), adalah :
1) Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi
pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,
2) Keandalan pelaporan keuangan,
3) Pengamanan aset negara, dan

4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

2.2.3.3 Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 3 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern
pemerintah terdiri atas unsur sebagai berikut :

1) Lingkungan Pengendalian
2) Kegiatan Pengendalian
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3) Penilaian Risiko
4) Informasi dan Komunikasi
5) Pemantauan

2.2.4.2 Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Menurut Perka BPKP no 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi
Peningkatan Maturitas SPIP bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem
Pengendalian  Intern  Pemerintah  adalah  tingkat = kematangan/kesempurnaan
penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan
pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tingkat maturitas atau kematangan SPIP
menunjukkan kualitas proses pengendalian terintegrasi dalam pelaksanaan sehari-hari

tindakan manajerial dan kegiatan teknis instansi pemerintah.

2.2.4.3 Fokus penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP

Fokus penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan variabel yang digunakan untuk
menunjukkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPI. Variabel tersebut merupakan sub-sub unsur
SPI di dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Terdapat 5 (lima) unsur dan 25 subunsur sebagai fokus
penilaian. Hal ini dijelaskan lebih detail oleh gambar 2.2 fokus penilaian tingkat maturitas SPIP

dibawah ini
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BAB IlI
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Strategi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif berupa study kasus pada
Badan Kepegawaian Negara Republik Indomesia periode Tahun 2018. Pengertian metode
deskriptif menurut Sugiyono (2014:53) yaitu: “Suatu rumusan masalah yang berkenaan
dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel
atau lebih (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel
independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel
dependen).” Data yang dihasilkan berupa angka-angka (kuantitatif) dan berupa paragraf
penjelasan dari angka (kuantitatif) tersebut.

Sugiyono (2016:10-11) lebih menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif, yakni sebagai
berikut: “Seperti telah dikemukakan, dalam metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat
positivisme, realitas dipandang sebagai sesuatu yang kongkrit, dapat diamati dengan panca
indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku, tidak berubah, dapat
diukur dan diverifikasi. Dengan demikian dalam penelitian kuantitatif, peneliti dapat menentukan
hanya beberapa variabel saja dari obyek yang diteliti, dan kemudian dapat membuat instrumen

untuk mengukurnya.”.

3.2 Data Penelitian
Penelitian ini merupakan studi kasus pada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja yang ada di Badan Kepegawaian Negara
RI. Adapun sampel penelitian menurut Sugiyono (2017:137) adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini sampel penelitiannya adalah
Inspektorat , Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara, Biro Umum dan Biro Keuangan dengan
pertimbangan bahwa sampel penelitian ini dianggap telah mewakili kriteria fungsi dalam
organisasi yang ingin diteliti, yaitu kriteria fungsi pengawasan yang diwakili oleh Inspektorat,
kriteria fungsi teknis yang diwakili Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara dan kriteria

administrasi yang diwakili oleh Biro Keuangan.
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Metode pengambilan sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu
teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang
bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative (Sugiyono,2010).

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen pendukung yang
didapat pada saat melakukan validasi penilaian maturitas sistem pengendalian intern pemerintah
di BKN Tahun 2018. Dokumen-dokumen tersebut berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) atas
Peraturan peraturan dan Kebijakan-kebijakan Kepala BKN, notulensi atau dokumen terkait yang
menjelaskan SOP atau kebijakan tersebut telah disosialisasikan, dokumen pendukung yang
menjelaskan bahwa SOP tersebut telah diimplementasikan dan dievaluasi secara berkala, dan
aplikasi yang digunakan untuk memantau secara real time atas implementasi kebijakan/aturan

tersebut.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi Penelitian Lapangan (Field
Work Research) yang terdiri dari wawancara serta analisis dokumen. Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif karena penelitian ini bersifat
menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Kepegawaian
Negara dengan cara menilai maturitas SPIP berdasarkan instrumen penilaian sebagaimana
diatur pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Perka
BPKP) Nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.3 Analisis Hasil Penelitian
Kemudian nilai pemenuhan dokumen tersebut di atas dimasukkan ke dalam tabel penilaian

skor maturitas sebagai berikut:

. Tabel 4.27 Tabel Penilaian Skor Maturitas

Variabel/Dimensi Bobot Nilai Capaian Skor
Maturitas Maturitas
Lingkungan Pengendalian(X1) 30%
1 Integritas dan Nilai Etika 3,75% 3 0,113
2 Komitmen terhadap 3,75% 3 0,113
Kompetensi
3 Kepemimpinan Kondusif 3,75% 3 0,113
4 Struktur Organisasi Sesuali 3,75% 4 0,150
Kebutuhan
5 Pendelegasian Wewenang 3,75% 3 0,113
6 Pembinaan SDM yang | 3,75% 3 0,113
Sehat
7 Peran APIP yang efektif 3,75% 2 0,075
8 Hubungan kerja yang baik 3,75% 3 0,113
dengan instansi pemerintah
terkait
Penilaian Risiko(X2) 20%
1 Identifikasi Risiko 10% 2 0,2000
2 Analisis Risiko 10% 2 0,2000
Kegiatan Pengendalian(X3) 25%
1 Reviu Kinerja 2,27% 3 0,068
2 Pembinaan SDM 2,27% 3 0,068
3 Pengendalian atas 2,27% 3 0,068
PengelolaanSistem
Informasi
4 Pengendalian Fisik atas aset | 2,27% 3 0,068
5 Penetapan reviu indikator 2,27% 3 0,068
dan Indikator kinerja
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Variabel/Dimensi Bobot Nilai Capaian Skor
Maturitas Maturitas

6 Pemisahan Fungsi 2,27% 3 0,068

7 Otorisasi transaksi dan 2,27% 3 0,068
Kejadian Penting

8 Pencatatan yang akurat dan | 2,27% 4 0,091
tepat waktu

9 Pembatasan Akses atas 2,27% 3 0,068
Sumber Daya dan Catatan

10 | Akuntabilitas dan 2,27% 4 0,091
Pencatatan Sumber Daya

11 | Dokumentasi yang baik atas | 2,27% 3 0,068

Sistem Pengendalian Intern
(SPI) serta transaksi dan
kejadian penting

Informasi dan Komunikasi(X4) 10%
1 Informasi 5% 3 0,150
2 Komunikasi yang efektif 5% 3 0,150
Pemantauan(X5) 15%
1 Pemantauan berkelanjutan | 7,5% 3 0,225
2 Evaluasi Terpisah 7,5% 2 0,150
Total Skor Maturitas 2,770
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penilaian maturitas SPIP di Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia tahun 2018
mencapai kategori “berkembang” dengan skor 2,770. Tingkat berkembang berarti Badan
Kepegawaian Negara Republik Indonesia telah melaksanakan praktik pengendalian intern,
namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh
inisiatif individu. Keandalan SPIP berbeda dari satu unit kerja dengan unit lainnya.
Efektivitas Pengendalian intern di BKN Republik Indonesia belum dievaluasi sehingga
banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.Hal ini dikarenakan
terdapat 4 sub unsur/dimensi yang pencapaian nilai maturitasnya cukup rendah, yaitu
perwujudan peran APIP, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi terpisah dimana
masing masing sub unsur ini penilaian tingkat maturitasnya adalah 2, yakni kategori
berkembang yang artinya penerapan sistem pengendalian internal telah berjalan baik
untuk keempat unsur tersebut akan tetapi belum terdokumentasi dengan baik dan belum
dilakukan evaluasi terhadap kebijakan terkait.

5.2. Saran

Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia harus berupaya meningkatkan tingkat
kematangan SPIP nya dari Level 2 dengan kriteria berkembang menuju Level 3 dengan
kriteria Terdefinisi. Perlu perbaikan atas sub unsur/dimensi yaitu
a. Perwujudan Peran APIP,

b. Identifikasi Risiko,
c. Analisis Risiko
d. Evaluasi Terpisah.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan Penelitian Selanjutnya
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Penelitian tidak dilakukan di seluruh unit kerja BKN, hanya dilakukan di 4 (empat) unit
kerja yang dianggap bisa mewakili fungsi organisasi dalam bidang teknis, pengawasan dan
administrasi. Tidak semua dokumen bisa diakses dikarenakan ada beberapa dokumen yang
terkait dengan kerahasiaan instansi.Dikarenakan keterbatasan akses ke instansi terkait
dalam hal ini Ombusman, maka fenomena yang disajikan diambil dari artikel bebas yang
disajikan dalam media harian surat kabar. Terkait penilaian pemenuhan indikator dalam hal
keberadaan dokumen tidak bisa terlepas dari subjektivitas peneliti dikarenakan

pertimbangan dari hasil pengamatan di lapangan.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian dengan
menambahkan jumlah unit kerja yang dijadikan sampel dan meneliti Kementerian
Lembaga lainnya, di samping itu agar referensi terkait sumber penelitian diupayakan

diambil dari artikel ilmiah dari penelitian serupa
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